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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan NKRI di merupakan wujud dari keberadaan 

desa. Peningkatkan kualitas hidup di Desa dan penyelenggaraan pemerintahan 

Desa yang berkualitas akan berpotensi mendorong kesejahteraan masayarakat 

Desa. Walaupun Desa merupakan tingkatan pemerintahan terkecil, namun 

desa sangat berperan dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan 

sebagian masyarakat Indonesia hidup di pedesaan.
1
 Pada prinsip nya tidak ada 

negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju 

tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa 

dan kelurahan yang maju. Ini berarti dapat menjadi alasan bahwa kemajuan 

sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Desa merupakan bagian 

organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan warga dengan 

seluruh latar balik kepentingan serta kebutuhannya memiliki peranan yang 

sangat strategis, spesial nya dalam penerapan tugas di bidang pelayanan 

publik. Desentralisasi kewenangan- kewenangan yang lebih besar diiringi 

dengan pembiayaan serta dorongan fasilitas prasarana yang mencukupi 

absolut dibutuhkan guna penguatan otonomi desa mengarah kemandirian 

desa. 
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Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 1 

memberikan penjelasan tentang Desa bahwa “Desa adalah kesatuan masyara-

kat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.
2
 

Dengan diterbitkannya Undang – Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, 

posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang–undang 

tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai 

pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa
3
. Hadir nya UU No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa dapat menjadi respons atau reaksi demi mengembalikan 

dan mengembangkan otonomi asli Desa.  

UU Desa lahir memberikan jawaban untuk ketidaksesuaian peraturan 

perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam 

lahirnya UU Desa  menimbulkan beragam cara dalam pelaksanaannya. 

Sejatinya urusan desa menjadi urusan atau kewenangan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun dalam 

pengelolaannya ternyata Kementerian Desa dan PDT hanya mengurusi 

mengenai pembangunan saja, sedangkan mengenai pemerintahan di desa 

diatur melalui Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan di desa terbelah 
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untuk urusan pemerintahan dan dipisahkan dari pembangunan. Kemudian 

mengenai dana desa, pengaturan pengelolaan dana desa saat ini mengacu 

pada peraturan-peraturan dari Kementerian Keuangan. Secara khusus, 

pemerintah daerah juga memiliki peran dengan menerbitkan Peraturan 

Daerah berkaitan dengan desa. Kondisi tersebut menimbulkan beragam 

aturan-aturan yang mengatur terhadap desa, seperti Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri (Permen Desa, Permendagri, Permenkeu), Peraturan 

Daerah, dan juga aturan pengawasan pengelolaan desa (aparat penegak 

hukum, inspektorat, satgas desa, BPK). UU Desa meletakkan status desa 

sebagai badan hukum yang eksklusif yang terkait dengan pemerintahan 

negara. Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan 

Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan 

resmi yang harus dengan persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa 

(BPD). Peraturan Desa cenderung bersifat sangat teknis karena biasanya 

sifatnya hanya menjabarkan ketentuan peraturan-undangan yang lebih tinggi.
4
  

Setelah lahir UU Desa nama Badan Perwakilan Desa telah berganti dengan 

Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki definisi yaitu lembaga yang 

melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara 

demokratis.5 Badan Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain adalah 

lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan 
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secara demokratis.6 Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan 

permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati 

berbagai kebijakan dalam Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dalam penjelasannya menyatakan bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan 

Desa adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan 

masyarakat desa. Sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, keberadaan BPD 

diharapkan mampu menutup berbagai apa yang menjadi kelemahan dan 

kekurangan Pemerintah Desa yang pelaksanaannya tidak boleh keluar dari 

koridor pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan hadirnya Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu memberikan trobosan 

dalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat Desa dalam 

membangun kemandirian, kreativitas, mengatur rumah tangga sendiri dan 

membuka ruang bagi masyarakat Desa untuk ikut serta dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Sehingga apa yang 

selama ini yang didamba-dambakan oleh masyarakat Desa untuk memiliki 

otonomi dan integritas sebagai kesatuan masyarakat serta kedaulatan dan hak 

wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara otonomi untuk 

menciptakan kemakmuran dapat tercapai. 
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Makna berarti serta prospektif pembentukan Badan Permusyawaratan 

Desa sebagai berikut: 

1) Kehadirannya ialah tempat untuk kehidupan berdemokrasi di 

Desa; 

2) Sebagai jawaban kongkrit ketidakberdayaan institusi- institusi 

demokrasi resmi di perdesaan; 

3) Mendesak terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan 

Desa yang demokratis, akuntabilitas, trasnparasi, kejujuran, 

kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi warga, konstitusional 

berjalan diatas ketentuan yang terdapat; 

4) Berkurangnya monopoli kekuasaan politik yaitu Kepala Desa 

yang selama ini sebagai penguasa tunggal; 

5) Timbulnya kesadaran baru bagi warga desa akan hak-hak dan 

tanggungjawab di dalam proses penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

6) Pengalaman berharga bagi pemerintah bahwa kebijakan yang 

selama ini diterbitkan terdapat kekeliruan yang menghambat 

inisiatif dan kreasi masyarakat desa
7
 

 

                                                           
7
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Berdasarkan Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan 

Desa memiliki tiga fungsi, yaitu : 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan; 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
8
  

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan regulasi yang sangat 

penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran 

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia,penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan 

Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan Desa.  

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD yang fungsinya 

dalam menampung segala aspirasi masyarakat dan melaksanakan fungsi 

pengawasan maupun pembahasan RAPERDES memiliki peran yang  

sangatlah vital didalam penigkatan kesejahteraan masyarakat. Badan 
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Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melakukan fungsi 

pemerintahan yang anggota nya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan perwakilan dukuh dan ditetapkan secara demokratis. BPD 

turut membahas dan melegalisasi berbagai kebijakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga memfasilitasi 

penyelenggaraan musyawarah desa dengan cara memperkuat kebersamaan 

serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
9
 

Salah satu desa di Kabupaten Klaten yang kondisi Badan 

Permusyawartan Desa (BPD) masih jauh sesuai dengan ekspektasi 

masyarakat adalah Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom. Desa Bonyokan 

dalam sejarah nya berdiri pada tahun 1950 dengan Kepala Desa yang 

pertama kali yaitu Citro Sanjoyo. Desa Bonyokan  memiliki luas wilayah 

desa pemukiman yang luasnya 32.2390 Ha, pertanian sawah 2.524.76 Ha, 

dan ladang tegalan 3.5475 Ha dibagi menjadi 2 (dua) Dusun dan 6 (enam) 

RT.  

Adapaun letak wilayah demografi dari Desa Bonyokan, Kecamatan 

Jatinom yaitu terletak diantara : 

1. Sebelah Utara   : Desa Pandeyan 

2. Sebelah Selatan  : Kelurahan Jatinom 

3. Sebelah Barat  :  Desa krajan dan Desa Glagah 

4. Sebelah Timur  :  Desa Padas, Kecamatan Karanganom 
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Semacam halnya pada pemerintah desa yang yang lain, penyelenggaraan 

pemerintahan Desa Bonyokan pula dilengkapi serta dijalankan oleh lembaga 

pemerintahan ialah lembaga eksekutif serta lembaga legislatif. Yang mana 

lembaga eksekutif ialah kepala desa serta perangkatnya, sebaliknya lembaga 

legislatif ialah Badan Permusyawaratan Desa( BPD). Keberadaan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonyokan dalam menjalankan perannya 

belum dijalankan secara optimal fungsi yang ada dalam UU No.16 Tahun 2014 

tentang Desa. Oleh karena itu membuat penulis termotivasi untuk menganalisis 

tentang “Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka Membahas dan 

Menyepakati RAPERDES (Studi Kasus di Desa Bonyokan, Kecamatan 

Jatinom, Kabupaten Klaten )” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 

yang timbul sebagai berikut : 

1. Bagaimana Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka Membahas dan 

Menyepakati RAPERDES ( Studi Kasus di Desa Bonyokan, Kecamatan 

Jatinom, Kabupaten Klaten )? 

C. Tujuan Penelitian 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memliki fungsi yang menarik untuk 

diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka Membahas dan 

Menyepakati RAPERDES di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi teoritis dan 

manfaat dari segi praktis yaitu ; 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum pada umumnya dan 

khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Dalam konteks 

penelitian ini mengenai Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka 

Membahas dan Menyepakati RAPERDES  

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi,  

menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, masyarakat umum, 

mahasiswa, dosen, serta khususnya bagi masyarakat yang hidup di 

pedesaan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang 

bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan 

arahan atau pedoman bagi peneliti serta dalam menganalisis hasil penelitian.
10

 

1. Optimalisasi 

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah 

tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, 
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 Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: 
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Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, 

menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.
11

 

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak 

selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan 

pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu 

biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan 

adalah meminimumkan biaya.
12

 

Adapun para ahli mendefinisikan Optimalisasi sebagai berikut : 

a. Definisi optimalisasi menurut Poerdwadarminta adalah hasil yang 

dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan 

pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. 

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua 

kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatankegiatan yang dilaksanakan; 

b. Sedangkan menurut Winardi pengertian optimalisasi adalah ukuran 

yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. 

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.
13

 

2. Fungsi 

Menurut Sutarto dalam buku “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok 

dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah 

Kota Makassar”, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat 
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 Tim Prima Pena, 2015, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”,( Gita Media Press), hlm. 562 
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Graha Ilmu,hlm.4 
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11 
 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai 

tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis 

menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari 

definisi fungsi menurut Moekijat yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek 

khusus dari suatu tugas tertentu.
14

 Musanef  menjelaskan, “Yang dimaksud 

dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan 

aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara 

keseluruhan atau bagian yang tertentu”.
15

 Selanjutnya, Siagian dalam 

bukunya yang berjudul . “Fungsi-fungsi Manajerial” mengemukakan 

bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu 

departemen merupakan.”derivation” dari pada fungsi-fungsi pemerintah 

karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk 

melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.
16

  

3. Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa ataupun dengan nama lain 

merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya ialah wakil dari penduduk Desa bersumber pada keterwakilan 

daerah serta di tetapkan secara demokratis. Tubuh Permusyawaratan Desa 

ialah badan permusyawaratan di tingkatan Desa yang ikut mangulas serta 

menyepakati bermacam kebijakan dalam Pemerintahan Desa. Bersumber 
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 Nining Haslinda Zainal,2008,“Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan 

Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”,hlm.22 
15

 Munasef, 2004, ”Manajemen Kepegawaian di Indonesia”, Gunung Agung, Jakarta,hlm.10 
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pada Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam penjelasannya melaporkan bahwa peran 

Badan  Permusyawaratan Desa merupakan sebagai mitra kerja Pemerintah 

Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai mitra kerja 

Pemerintah Desa, keberadaan BPD diharapkan mampu menutup berbagai 

apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan Pemerintah Desa yang 

pelaksanaannya tidak boleh keluar dari jalan untuk tujuan pemberdayaan 

masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan 

mampu memberikan inovasi dalam pemberdayaan dan pencerdasan 

kepada masyarakat Desa dalam membangun kemandirian, kreativitas, 

mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat Desa 

untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan Desa. Sehingga dapat terwujudnya cita-cita masyarakat 

Desa yang memiliki otonomi dan integritas sebagai kesatuan masyarakat 

serta kedaulatan dan hak wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan 

secara otonomi untuk menciptakan kemakmuran.
17

 

4. Peraturan Desa 

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan regulasi yang 

sangat penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, 

dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
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 Ariswanto,Nur Sidhik, dan Abdullah ,Syafril. Op. Cit.,hlm. 198 
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memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia,penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan 

Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan Desa.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-

cara seseorang mempelajari, menganalisa serta memahami satu atau beberapa 

gejala hukum tertentu yang berguna untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu.
18

 

Berdasarkan uraian diatas, penulisan skripsi ini menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum 

empiris, maka yang diteliti pada awalnya data sekunder kemudian 

di lanjutkan dengan peneltian pada awal nya data sekunder 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.
19

 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang di gunakan 

adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang di maksudkan 

                                                           
18

 Fairuzul Mumtaz, 2017, Metodologi penelitian, Pustaka diantara, hal. 21. 
19

 Soekanto Soejono, 2006, Pengenalan Penelitian Hukum,Grafindo : Jakarta,hlm.10 
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untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang, manusia, 

keadaan dan gejala-gejala lainya. Maksudnya adalah terutama 

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa lainnya agar dapat 

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun 

teori-teori baru.
20

 

3. Lokasi Penelitian 

Demi memperoleh data yang diinginkan, maka penulis mengambil 

lokasi peneltian di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang bersumber dari orang/responden/informasi dalam 

hal ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dan Perangkat Desa di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten 

b. Data Sekunder 

Data yang di peroleh secara tidak langsung, yaitu data yang 

berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara 

mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-

buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan sebagainya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. 
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5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, dibutuhkan data primer dan data sekunder 

yang bersumber dari : 

a. Sumber Data Primer 

Penjelasan atau keterangan yang diperoleh dari anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa di Desa 

Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data yang diperoleh secara tidak langsung memberi 

keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. 

Sumber data ini biasanya di peroleh melalui studi kepustakaan 

yaitu dengan mengumpulkan data-data dengan membaca, 

mempelajari dan mencatat dari buku-buku literatur, dokumem-

dokumen dari berkas-berkas tentang Badan Permusyawatan 

Desa (BPD) di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan 

dengan masalah yang di teliti. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, 

dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul betul-betul 

memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. 

Sebagaimana teleh diketahui, di dalam penelitian lazimnya di 

kenal paling sedikit dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu : 

studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview. 
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Oleh karena itu di dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka  

Yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji 

bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti. 

b. Wawancara 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan 

keterangan atau informasi secara langsung dari responden 

yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang di 

teliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Roni 

Hanitiyo Sumitro dalam bukunya Metodologi Penelitian 

Hukum dsan Jurimetri menjelaskan mengenai pengertian 

wawancara bahwa“ Wawancara yaitu cara untuk memperoleh 

dataatau informasi dengan bertanya langsung pada yang di 

wawancarai “.
21

 Dari informasi / respunden yang dalam hal ini 

adalah anggota dari Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) dan 

Perangkat Desa di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten. 

7. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang 

dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam 

penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis 

                                                           
21

 Ronny Hanitiyo Soemitro,1992,Metodologi Penelitian Hukum dsan Jurimetri, Ghalia Indonesia 

: Jaarta,hlm.57 
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yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara 

yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang 

otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya, yang ada di 

masyarakat.
22

 Dari sisi normatif penelitian akan dilakukan dengan 

cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa 

literature dan norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum 

normatif juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau 

studi dokumen, karena penelitian ini ditujukan hanya pada 

peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
23

 

8. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu 

studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, 

menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, doktrin, dan bahan-bahan pustaka lain yang 

terkait dengan obyek yang dikaji. 

9. Metode Analisis Data 

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif yang menjadi acuan, 

maka pendekatan normatif yang digunakan adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan konsep 

(conceptual approach). Analisa juga menggunakan logika 

deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang 

                                                           
22

 Roni Hanitjo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

hal. 13-14. 
23

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Rajawali Pers, hal. 12. 
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bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus.
24

 Proses 

analisa data yang diperoleh dari masalah kewenangan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) lalu melakukan studi kepustakaan 

kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis selanjutnya 

disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan 

dalam menjawab permasalahan terkait “Optimalisasi Fungsi 

BPD Dalam Rangka Membahas dan Menyepakati 

RAPERDES ( Studi Kasus di Desa Bonyokan, Kecamatan 

Jatinom, Kabupaten Klaten )” Metode analisis deskriptif 

bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. 

G. Sistematika Penelitian 

Guna untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, menganalisis, 

serta menjabarkan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan yang terbagi menjadi 4 bab. Dimana antara masing-masing bab 

saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang 

berkesinambungan. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. Penulis akan menguraikan tentang Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Penulis akan menguraikan deskripsi atau 

uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian 

                                                           
24

 Johnny Ibrahim, 2004, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Banyumedia, hal. 242. 
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yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Tinjauan Umum tentang 

Optimalisasi Tinjauan Umum Tentang Fungsi, Tinjuan Umum tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Tinjuan Umum tentang Peraturan Desa. 

Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan 

kerangka pemikiran. 

BAB III PEMBAHASAN. Berisi tentang uraian mengenai Menggali fungsi 

BPD Di Desa Bonyokan, Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka 

Membahas dan Menyepakati RAPERDES ( Studi Kasus di Desa Bonyokan, 

Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten ).  

BAB IV PENUTUP. Berisikan mengenai kesimpulan yang diambil 

berdasarkan hasil penelitian dan penulis akan memberikan saran terkait 

dengan permasalah yang diteliti sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

  


